GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran fungsi, tugas
dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan
kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan tenaga ahli fraksi yang diberikan hak
keuangan berupa honorarium dengan memperhatikan
standar keahlian sesuai dengan standar harga satuan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, standar harga satuan honorarium sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Besaran Honorarium Kelompok Pakar/Tim
Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Tenaga Ahli Fraksi;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



Menetapkan :

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);

7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN HONORARIUM
KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI.

Menetapkan besaran honorarium Kelompok Pakar/ Tim Ahli Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli
Fraksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenjang pendidikan Strata Tiga (S3)

No. ~ Pengalaman Besaran (per bulan)

1 1 Tahun Rp13.000.000,00
2 | 2 Tahun ) Rp13.500.000,00 |

38 | 3 Tahun Rp14.000.000,00

4 | 4 Tahun ke atas Rp14.500.000,00

b. Jenjang pendidikan Strata Dua (S2)

No. Pengalaman Besaran (per bulan)
1 |2Tahun Rp11.000.000,00
2 | 3 Tahun B Rp11.500.000,00
3 | 4 Tahun Rp12.000.000,00
4 | 5 Tahun ke atas Rp12.500.000,00




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

O b wNe

c. Jenjang pendidikan Strata Satu (S1)

No. Pengalaman Besaran (per bulan)
1 | 5Tahun ; Rp8.000.000,00
2 | 6Tahun Rp8.500.000,00
3 | 7 Tahun Rp9.000.000,00
4 | 8 Tahun ke atas RplO.OOO.OOO,OOA

Biaya yang diperlukan untuk pemberian honorarium Kelompok
Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengawasan dan
pengendalian dengan melakukan verifikasi atas kebenaran

pertanggungjawaban pengeluaran.

Pengelolaan anggaran honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli
Fraksi dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan
pengelolaan keuangan daerah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 8 Maret 2023

NUR DAERAH KHUSUS
(OTA JAKARTA,
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